
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1818, 2016 KEMENKUMHAM.  Permohonan KI secara 

Elektronik. Pelayanan. 
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2016  

TENTANG  

PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  

SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan permohonan 

kekayaan intelektual dengan mudah, cepat, efektif, dan 

efisien, perlu diberlakukan pelayanan permohonan 

kekayaan intelektual secara elektronik;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara 

Elektronik; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 2429, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4045); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3522); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5599); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5922); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5567);   

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN 

KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil 

olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses 

yang berguna bagi manusia. 

2. Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik 

yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan 

Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan 

Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi 

Kekayaan Intelektual. 

3. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, 

atau konsultan Kekayaan Inlektual. 

4. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pemohon 

untuk berinteraksi dengan Sistem Informasi Kekayaan 

Intelektual.  

5. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online 

yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem 

informasi yang dikembangkan dan dikelola Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 

6. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual adalah sistem 

informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan 

SIMPONI dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual.  

7. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan 

oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau 

setoran yang akan dilakukan Pemohon. 

8. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan untuk menerima setoran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

9. Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk 

oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran 
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